KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NTAAR AT N1 JITITr N 1 Y7 o I JTTTT TX 1 IXT 1NN
INUIIVIUIXG Ul /ANVUS I-ADL/UVO/NIF-RAD /A LUL L

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN GAYO LUES

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

Mengingat

1

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)

:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas dari benturan
kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Gayo Lues, maka perlu dibentuk suatu
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di
lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Gayo Lues;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Gayo Lues;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
65);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

tata kerja. ... ..
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Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 323/HK.03-Kpi/08/KPU/Vii/ 2020 terilang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Surat Edaran KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Larangan Menerima Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi
Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

. Surat Dinas KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal

13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO

LUES

Menetapkan  pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPGj di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, adalah:

21
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Kdil 1iaporaii
penerimaan, laporan penolakan dan laporan
pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK,
PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan
dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal
KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status
Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

s o s e o P Tt We oo

mer o . P St
a. nieiicrima, imer eviu dan cuscu.uuuu trasi

hurufec. .....



KETIGA

£u

-4 -

. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan

usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU
melalui Sekretaris Jenderal KPU;
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desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal
dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
KPPS, dan KPPSLN;

. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan
Peraturan ini;

melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas
status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi
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. meminta data dan informasi kepada satuan kerja

tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan
penerapan program pengendalian Gratifikasi;

. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi
pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU,
PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan

hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada
Sekretaris Jenderal KPU; dan

menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang
disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN,

KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KIP
Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

a.

b.
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melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP
Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
Gratifikasi;
. menyimpan, menginventarisasi, dan

mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan
Gratifikasi,

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan
barang yang mudah rusak atau busuk.

menvamnaikan lanoran venerimaan GQGratifikas: dari
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Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU
dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh
setiap kali menerima  pelaporan  penerimaan

Gratifikasi; .....
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Gratifikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran
Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di
Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU
dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh
tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan
penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran
Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j- melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Pembiayaan atas Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Gayo Lues dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,

dto

SAID ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES

Rejeb Martin
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/06 /KIP-Kab/X /2021
TENTANG

PEMBENTUKAN  SATUAN  TUGAS  UNIT
PENGENDALIAN  GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
GAYO LUES

SUSUNAN NAMA-NAMA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMIIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM SATGAS
1 | SAID ABDULLAH, SE KETUA PENGARAH
2 | IKA ANGGRAENI, ST ANGGOTA PENGARAH
3 | KHAIRUDDIN, S.Pd ANGGOTA PENGARAH
4 | ALI AKBAR, M.Eng ANGGOTA PENGARAH
5 | SRIYANL S, SE ANGGOTA PENGARAH
6 | REJEB MARTIN, SE SEKRETARIS KETUA
7 | CUT SYARIFAH ZAHARA, SSos JUB ROORDINATOR SEKRETARIS
HUKUM
PIh. KASUBBAG

8 | JAPAR SIDIQ, SE KEUANGAN, UMUM ANGGOTA

DAN LOGISTIK
9 | NETI SAPARITA, SH, MH SUB KOORDINATOR ANGGOTA

PROGRAM DAN DATA
KASUBBAG

10 | ARTHIANI, S.Psi KOORDINATOR TEKNIS ANGGOTA

DAN HUPMAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GAYO LUES

Rejeb Martin

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,

dto
SAID ABDULLAH




